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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Teori Hukum Progresif 

Penggunaan Menurut Satjipto Raharjo paradigma hukum progresif 

tidak bergerak pada asas legalistik-dogmatis atau aliran hukum positifisme 

semata, namun lebih pada arah sosiologis. Hukum tidak mutlak digerakkan 

oleh keberadaan hukum positivisme atau aturan tertulis (peraturan 

perundang-undangan), tetapi hukum juga bergerak pada arah non formal. 

Kemajuan dalam hukum membutuhkan dukungan serta pencerahan 

pemikiran hukum yang dilakukan oleh baik praktisi maupun akademisi. 

Menurut Satjipto Raharjo hukum progresif bukan tidak mengakui 

keberadaan hukum positif melainkan bahwa dalam paradigma hukum 

progresif hukum tidak hanya menjadi tawanan sistem dan undang-undang 

semata, tetapi keadilan dan kebahagiaan rakyat ada di atas hukum.18) 

Teori yang dapat diambil sebagai pisau analisis pembahasan tentang 

peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam masalah penelitian ini 

digunakan teori hukum progresif yang dikemukan oleh Satjipto Raharjo 

bahwa hukum progresif bukan tidak mengakui keberadaan hukum positif 

melainkan bahwa dalam paradigma hukum progresif hukum tidak hanya 

menjadi tawanan sistem dan undang-undang semata, tetapi keadilan dan 

kebahagiaan rakyat ada di atas hukum. 

 
18)Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perilaku, Kompas, Jakarta, 2009, hlm. 116  
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2.2. Pemikiran Ratio Legis Dalam Hukum Pidana 

Ratio Legis adalah logika hukum peraturan perundang-undangan yang 

berlandaskan dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis. Menurut Henry 

Cambell Black dalam Black’s Law Dictionary kata “ratio” berarti reason or 

understanding dan “legis” berarti Law or construction of Law (hukum atau 

konstruksi hukum). Maka pengertian ratio legis adalah the reason or 

occasion of law, the occasion of making of law yang memiliki arti 

pertimbangan atau alasan yang menjadi dasar dalam pertimbangan 

hukum.19) Ratio legis adalah suatu usaha untuk mencari makna dari suatu 

peraturan dengan cara mengbutir suatu peraturan hukum kepada tingkat 

yang lebih tinggi. Dari penarikan kepada tingkat yang lebih tinggi ini orang 

bisa menemukan pengertian yang lebih luas, lebih umum butirannya dari 

yang semula. Sebagai contoh, suatu peraturan berbunyi :”Setiap perbuatan 

yang tidak benar menurut hukum, yang menimbulkan kerugian pada orang 

lain, menyebabkan orang yang melakukan perbuatan itu diharuskan 

membayar ganti rugi”. Apabila dilakukan ratiol legis dari peraturan tersebut 

maka akan diperoleh pengertian : “Dengan adanya perbuatan yang tercela, 

disitu harus ada penggantian kerugian. Dengan melakukan ratio legis 

terhadap suatu peraturan, kita dapat menyusun suatu bangunan tatanan lebih 

 
19)Diakses melalui https://enacademic.com/.searchall.php?SWord=ratio+legis&stype=0&btype=1, 

pada tanggal 23 Maret 2024 

https://enacademic.com/.searchall.php?SWord=ratio+legis&stype=0&btype=1
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lanjut yang konsisten dengan peraturan-peraturan yang telah ada 

sebelumnya.20) 

Ratio Legis adalah dua kata yang masing-masing punya arti berbeda. 

Berdasarkan Kamus Hukum, Ratio adalah reason or understanding (alasan 

atau pertimbangan). Legis berarti Law or construction of Law (hukum atau 

konstruksi hukum). Dalam bentuk frase, Ratio Legis adalah The reason or 

occasion of law, the occasion of making of law (momentum pembentukan 

hukum).21) Dengan demikian Ratio Legis dalam konteks ini mengandung 

makna pertimbangan nalar sebagai alasan hukum. 

Ratio legis adalah alasan pertimbangan mengapa diperlukan 

ketentuan seperti itu dalam undang-undang, Ia merupakan landasan yang 

paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Peraturan-peraturan 

hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas asas hukum 

tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum ini layak disebut sebagai 

alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan ratio legis dari 

peraturan hukum. 

Sumber dari beberapa pendapat para ahli dapat diringkas bahwa suatu 

asas norma sesuatu yang melatar belakangi suatu aturan kontrit 

didalam dan di belakang suatu sistem yang terdapat norma yang 

terjelma dalam suatu aturan perundang-undangan dan keputusan 

hakim sebagai norma positif dan dapat menjadi suatu sifat sifat yang 

umum dalam peraturan yang dengan ditemukan disuatu sifat yang 

kongkrit tersebut, pada pemikiran dasar yang umum dan lebih pada 

abstrak. Asas hukum sebagai pikiran dasar peraturan konkrit pada 

 
20)Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 46-47 
21)

Henry Cambell Black, Black’s Law Dictionary, St.Paul Minn. West Publishing Co.,1979, hlm. 

.1262 
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umumnya bukan tersurat melainkan tersirat dalam kaidah atau 

peraturan hukum konkrit.22) 

 

2.3. Teori Hukum Pidana Dan Pemidanaan 

2.1. Teori Hukum Pidana 

Manusia sebagai makhluk sosial pasti saling berhubungan 

antara satu individu dengan individu lainnya. Dalam perjalanannya, 

manusia membutuhkan hukum supaya terjalin suatu hubungan 

yang harmonis. Pada dasarnya manusia secara alami terikat oleh 

kaidah seperti norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma adat 

sebagai aturan dalam kehidupannya. Akan tetapi norma-norma itu 

tidak cukup untuk menjamin keberlangsungan kehidupan manusia 

karena tidak tegasnya sanksi bagi yang melanggarnya sehingga 

kesalahan itu bisa terulang lagi, maka disusunlah suatu hukum yang 

mempunyai sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya. 

Satjipto Raharjdo bahwa tujuan dalam teori ilmu hukum yang 

menegaskan bahwa teori hukum tidak dapat dilepaskan dari 

lingkungan jaman nya ia sering kita lihat sebagai jawaban 

yang diberikan terhadap pemasalahan hukum atau mengugat 

suatu pemikiran hukum yang dominan pada suatu saat. Oleh 

karena itu, sekalipun ia berkeinginan untuk mengutarakan 

suatu pemikiran secara universal, tetapi alangkah baiknya 

kita senang tiasa waspada bahwa teori itu memiliki latar 

belakang pemikiran yang demikian itu. Sehubungan dengan 

keadaan yang demikian itu sudah seharusnya kita tidak boleh 

melepaskan teori-teori itu dari konteks waktu 

pemunculannya, sebaiknya memahami latar belakang yang 

demikian itu.23) 

 

 
22)

Santiago Faisal, Norma Pengantar Bisnis, Jakarta Media Citra Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 12 
23)Achmad Ali, Menguak Teori Hukum Legal theory Dan Teori Peradilan Judicialprudance, 

Kencana, Makasar, 2007, hal. 48 
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Hakikatnya tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan 

masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. 

Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan 

ketentuanketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku 

dalam masyarakat. Hukum berfungsi sebagai pengatur 

keseimbangan antara hak dan kewajiban manusia sebagai makhluk 

sosial, dan mewujudkan keadilan dalam hidup bersama. 

Asas hukum merupakan unsur yang sangat penting dalam 

pembentukan peraturan hukum. Asas hukum adalah aturan 

dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada 

umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan 

pelaksanaan hukum. Dalam bahasa Inggris, kata "asas" 

diformatkan sebagai “principle", peraturan konkret seperti 

undang-undang tidak boleh bertentangan dengan asas hukum, 

demikian pula dalam putusan hakim, pelaksanaan hukum, 

hukum dasar, dasar sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir 

atau berpendapat dan sistem hukum.24) 

 

Tentang batasan pengertian asas hukum ada beberapa 

pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli yaitu: 

1. Bellefroid, berpendapat bahwa asas hukum adalah norma dasar 

yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum 

tidak dianggap berasal dari aturan- aturan yang lebih umum. 

2. Van Scholten, berpendapat bahwa asas hukum adalah 

kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita 

pada hukum dan merupakan sifat- sifat umum dengan segala 

keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang 

tidak boleh tidak harus ada. 

3. Van Eikema Hommes, berpendapat asas hukum bukanlah 

norma-norma hukum konkrit, tetapi ia adalah sebagai dasar-

dasar pikiran umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang 

berlaku. 

 
24)Ibid., hlm. 14 
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4. Van der Velden, berpendapat asas hukum adalah tipe putusan 

yang digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai situasi atau 

digunakan sebagai pedoman berperilaku.25) 

Negara hukum diartikan sebagai suatu negara yang 

menerapkan prinsip legalitas, yaitu segala tindakan negara melalui, 

berdasarkan dan sesuai dengan hukum. Hukum mempunyai 

kedudukan tertinggi agar supaya pelaksanaan kekuasaan negara 

tidak menyimpang dari undang-undang  

Hukum pidana harus bersumber pada undang-undang, 

disebut juga sebagai asas legalitas. Artinya pemidanaan 

harus berdasarkan undang-undang (lege) yang di maksud 

undangundang dalam hal ini adalah pengertian yang luas, 

yaitu bukan saja secara tertulis telah di tuangkan dalam 

bentuk undang- undang yang di buat oleh pemerintah dengan 

DPR, akan tetapi produk perundang-undangan lainnya 

seperti peraturan pemeritah pengganti undang-undang, 

peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan-

peraturan pelaksanaan lainya seperti perartuaran atau intruksi 

menteri, Gubernur atau kepala daerah dan lain sebagainya.26 

 

Meskipun setiap produk asas hukum memuat kehendak serta 

keputusan penguasa atau penentu kebijakan politik, tidaklah 

kemudian berarti kaidah asas hukum tersebut merugikan 

kepentingan masyarakat banyak serta menyimpang dari kaidah-

kaidah hukum pada umumnya. Pembentukan hukum yang praktis 

perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut dengan kata lain, 

asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam 

pembentukan hukum positif, berkenaan dengan asas hukum, 

 
25)Ibid., hlm. 55  
26)E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Storia Grafika, Jakarta, 

2012, hlm. 74. 
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dimana fungsi asas hukum dapat dilihat atas fungsi sebagaimana 

dijelaskan oleh Achmad Ali adalah: 

Dalam sistem hukum, asas hukum memiliki fungsi, yaitu 

Menjaga ketaatan asas atau konsistensi. Contoh, dalam 

Hukum Acara Perdata dianut " asas pasif bagi hakim ", 

artinya hakim hanya memeriksa pokok-pokok sengketa yang 

oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. 

Hakim hanya ditentukan membantu para pencari keadilan 

dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan 

untuk tercapainya keadilan.27) 

 

Fungsi asas hukum juga di uraikan Achmad Ali yang 

membagi kedalam beberapa fungsi sebagai berikut: 

a. Fungsi Taat Asas (konsisten) 

Fungsi taat asas dari hukum itu adalah bagaimana 

konsistensi dapat terjamin dalam sistem hukum. 

Contohnya dalam hukum asas perdata dianut asas pasif 

bagi hakim, artinya hakim hanya memeriksa dan 

mengadili pokok persengketaan yang ditentukan oleh para 

pihak yang berperkara. 

b. Fungsi Mengatasi Konflik 

Fungsi ini merupakan fungsi penting dari asas hukum, 

Asas lex superior derogat legi inferiori adalah asas yang 

mengatur bahwa peraturan hukum yang lebih tinggi 

hirarkinya harus didahulukan dari pada peraturan hukum 

yang lebih rendah. Jika suatu peraturan walikota 

bertentangan dengan peraturan-peraturan Gubernur maka 

harus diberlakukan peraturan Gubernur. 

c. Fungsi Rekayasa Sosial 

Mengemukakan bahwa dilihat dari fungsi hukum sebagai 

alat perekayasa sosial (a tool of social engineering), maka 

sebenarnya suatu asas hukumpun dapat difungsikan 

sebagai alat perekayasa sosial. Hal ini tentunya tergantung 

pada inisiatif dan kreativitas para pelaksana dan penentu 

kebijakan hukum, sebagai contoh untuk ini adanya asas 

tidak ada keharusan untuk mewakilkan sebaliknya diganti 

dengan asas keharusan untuk mewakilkan, sebagai salah 

satu bentuk rekayasa sosial dibidang asas hukum, oleh 

karena itu dengan asas ini proses pengadilan setidaknya 

dapat berlangsung cepat, serta juga dapat mengaktifkan 

lebih banyak penggunaan sarjana hukum.28) 

 
27)Achmad Ali, Op. Cit., hlm. 370. 
28)Ibid., hlm. 370-371  
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Menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam sistem hukum 

Fungsi asas diwujudkan dalam beberapa asas hukum, dengan 

demikian hakim menjadi pasif dan terjagalah ketaatan asas 

atau konsistensi: 

1. Lex dura sed ita scripta, Undang- Undang adalah keras 

tetapi ia telah ditulis demikian; 

2. Lex niminem cogit ad impossibilia, Undang- Undang tidak 

memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak 

mungkin; 

3. Lex posterior derogat legi priori atau Lex posterior 

derogat legi anteriori, Undang-Undang yang lebih baru 

mengenyampingkan Undang-Undang yang lama; 

4. Lex specialist derogat legi generali, Undang-Undang yang 

khusus didahulukan berlakunya daripada Undang- Undang 

yang umum; 

5. Lex superior derogat legi inferiori, Undang-Undang yang 

lebih tinggi mengenyampingkan Undang-Undang yang 

lebih rendah tingkatannya.29) 

 

Bentuk dan kekuatan asas hukum sejak zaman dahulu, 

orang-orang sudah berkeyakinan bahwa manusia tidak bisa 

membentuk undang-undang dengan sewenang-wenang saja. Ada 

prinsip-prinsip tertentu yang lebih tinggi daripada hukum yang 

ditentukan oleh manusia. Dari penjelasan mengenai bentuk-bentuk 

asas hukum dapat diketahui bahwa asas hukum bukanlah kaidah 

hukum yang konkrit melainkan merupakan latar belakang 

peraturan yang konkrit dan bersifat umum dan abstrak. 

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa hukum bukanlah 

norma hukum konkrit karena asas hukum adalah jiwa dari norma 

hukum itu sendiri.30) 

 
29)Aswan, Seni Belajar Hukum (Suatu Pengantar Ilmu Hukum), Guepedia, Jakarta, 2019, hlm. 57 
30)Satjipto Rahardjo, Op.Cit., hlm. 160 
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Ketentuan Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana  mengatur bahwa, Jika suatu perbuatan masuk dalam 

suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan 

pidana yang khusus, maka yang khusus itulah yang 

diterapkan. Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana ini menegaskan keberlakuan aturan pidana yang 

khusus ketika mendapati suatu perbuatan yang masuk baik 

kedalam aturan pidana yang umum dan aturan pidana yang 

khusus. Dalam ketentuan Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana terkandung asas Lex specialis 

derogat legi generalis yang merupakan suatu asas hukum 

yang mengandung makna bahwa aturan yang bersifat khusus 

(specialis) mengesampingkan aturan yang bersifat umum 

(general). Berdasarkan asas Lex specialis derogat legi 

generalis, aturan yang bersifat umum itu tidak lagi memiliki 

“validity” sebagai hukum ketika telah ada aturan yang 

bersifat khusus, aturan yang khusus tersebut sebagai hukum 

yang valid, yang mempunyai kekuatan mengikat untuk 

diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa konkrit.31) 

 

Asas lex specialis derogat legi generalis merupakan asas 

hukum yang menentukan dalam tahap aplikasi (application 

policy) yang mengatur tentang kewenangan. Artinya, bukan 

berkenaan dengan perumusan suatu kebijakan tentang 

hukum (formulation policy), tetapi berkenaan dengan game-

rules dalam penerapan hukum. Asas lex specialis derogat 

legi generalis ini penting bagi aparat penegak hukum guna 

menentukan aturan apa yang di terapkan atas suatu peristiwa 

yang diatur oleh lebih dari satu aturan, yang manakah aturan 

diantara aturan-aturan tersebut yang bersifat umum dan yang 

manakah aturan-aturan yang lain tersebut yang bersifat 

khusus.32) 

 

2.2. Pemidanaan 

Simons mengatakan “Pidana adalah suatu penderitaan yang 

oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran 

 
31)Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 18 
32)Ibid., hlm. 19  
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terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim yang 

telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.33) 

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan 

pidana itu terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana 

pokok terdiri atas pidana mati, kurungan, denda dan tutupan. 

Sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak tertentu, 

perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. 

Jenis-jenis pidana yang disebutkan dalam pasal 10 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana : 

1. Pidana Mati 

Pidana mati merupakan sanksi yang terberat diantara semua 

jenis pidana yang ada dan juga merupakan jenis pidana yang 

tertua, terberat dan sering dikatakan sebagai jenis pidana yang 

paling kejam. Di Indonesia, penjatuhan pidana mati diancamkan 

dalam beberapa pasal tertentu di dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana. Di Juar ketentuan Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana, pidana mati diancamkan pula dalam beberapa 

pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer 

(KUHPM), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang 

Psikotropika serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 

tentang Narkotika. 

Dasar pelaksanaan pidana mati di Indonesia yaitu menurut 

 
33)Wikipedia, Pidana, Diakses pada tanggal 23 Maret 2024, dari Sumber https://id. 

wikipedia.org/wiki/Pidana 
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Penetapan Presiden (PENPRES) tanggal 27 April 1964 LN 

Tahun 1964 bahwa eksekusi pidana mati dilakukan dengan cara 

ditembak sampai mati. 

2. Pidana Penjara 

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud 

pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Namun 

demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan 

pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan 

memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas 

atau dihilangkan kemerdekaan bergeraknya, disamping itu juga 

mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing 

terpidana agar dapat kembalimenjadi anggota masyarakat yang 

baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. 

Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur 

mengenai lamanya ancaman atau penjatuhan pidana penjara, 

yaitu : 

(1) Hukaman penjara itu lamanya seumur hidup atau untuk 

sementara. 

(2) Hukuman penjara sementara itu sekurang-kurangnya satu 

hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut. 

(3) Hukuman penjara sementara boleh dihukum mati, penjara 

seumur hidup, dan penjara sementara, dan dalam hal lima 

belas tahun itu dilampaui, sebab hukuman ditambah, karena 
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ada gabungan kejahatan atau karena aturan Pasal 52. 

(4) Lamanya hukuman sementara itu sekali-kali tidak boleh lebih 

dari dua puluh tahun 

3. Pidana Kurungan 

Pidana kurungan merupakan pidana yang lebih ringan daripada 

pidana penjara yang diperuntukkan bagi peristiwa- peristiwa 

pidana yang lebih ringan sifatnya, dalam hal bagi mereka yang 

melakukan  pelanggaran-pelanggaran yang sebagaimana telah 

diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

serta bagi mereka yang melakukan kejahatan- kejahatan yang 

tidak disengaja sebagaimana yang telah diatur dalam Buku II 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

Menurut Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana 

kurungan minimal satu hari dan maksimal satu tahun dan dapat 

diperpanjang menjadi satu tahun empat bulan jika terdapat atau 

terjadi gabungan delik, berulang kali melakukan delik dan 

terkena rumusan ketentuan Pasal 52 Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana. 

4. Pidana Denda 

Pidana denda adalah pidana yang berupa harta benda yang 

jumlah ancaman pidananya pada umumnya relatif ringan yang 

mana dirumuskan sebagai pokok pidana alternatif dari pidana 

penjara dan denda. Terpidana yang diancam dengan pidana 



 40 

denda sedikit sekali, seperti dalam Buku II Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana hanya terdapat satu delik yaitu Pasal 403 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sedangkan dalam 

pelanggaran pada Buku III hanya terdapat 40 Pasal dari pasal-

pasal tentang pelanggaran. 

Menurut Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana 

kurungan, yang menurut ayat (3) lamanya adalah minimal satu 

hari dan maksimal enam bulan, menurut Pasal 30 ayat (4) Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana, pengganti denda itu 

diperhitungkan sebagai berikut : 

1. Putusan denda setengan rupiah atau kurang lamanya 

ditetapkan satu hari. 

2. Putusan denda yang lebih dari setengah rupiah ditetapkan 

kurungan bagi tiap-tiap setengah rupiah dan kelebihannya 

tidak lebih dari satu hari lamanya. 

Selanjutnya Pasal 30 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana menyatakan bahwa maksimal pidana kurungan yang 

enam bulan diperberat menjadi maksimal delapan bulan jika 

terdapat gabungan tindak pidana, gabungan tindak pidana atau 

terkena Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 

Menurut Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 

terpidana dapat menjalani pidana kurungan sebagai pengganti 
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denda utamanya jika ia sadar bahwa ia tidak mampu membayar 

denda. Sifat yang ditujukan kepada pribadi terpidana menjadi 

kabur karena Kitab Undang-Undang Hukum tidak menentukan 

secara eksplisit siapa yang harus membayar denda. Hal ini 

memberikan kemungkinan kepada orang lain untuk membayar 

denda tersebut. 

5. Pidana Tutupan 

Pidana tutupan adalah merupakan jenis pidana yang baru 

dimasukkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tanggal 31 

Oktober 1946 dan menempati urutan kelima pada jenis-jenis 

pidana pokok seperti yang telah ada pada Pasal 10 huruf a Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana. 

6. Pencabutan Hak Tertentu 

Pencabutan hak-hak tertentu ini sifatnya sementara, kecuali 

memang terpidana dijatuhi pidana penjara seumur hidup. 

Hukuman ini pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya 

mendegradasikan martabat seseorang sebagai warga Negara 

yang memang layak untuk dihormati atau untuk menekan orang 

menjadi warga negara yang tidak pantas dihormati dengan 

meniadakan sebagian hak perdatanya dan hak-haknya menurut 

hukum publik karena orang tersebut telah melakukan kejahatan. 

Menurut Pasal 35 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum 
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Pidana hak-hak yang dicabut oleh hakim dengan suatu putusan 

pengadilan adalah : 

1. Hak menjabat segala jabatan atau jabatan yang ditentukan; 

2. Hak untuk masuk kekuatan bersenjata (balatentara); 

3. Hak memilih dan dipilih pada pemilihan yang dilakukan 

menurut undang-undang umum; 

4. Hak untuk menjadi penasihat atau penguasa alamat (wali 

yang diakui sah oleh Negara), dan menjadi wali, menjadi wali 

pengawas menjadi curator atau menjadi curator pengawas 

atas orang lain dan anaknya sendiri; 

5. Kuasa bapak, kuasa wali dan penjagaan(curatele) atas anak 

sendiri; 

6. Hak melakukan pekerjaan yang ditentukan. 

7. Perampasan Barang-Barang Tertentu 

Pidana ini merupakan pidana tambahan yang dijatuhkan oleh 

hakim untuk mencabut hak milik atas suatu barang dari 

pemiliknya dan barang itu dijadikan barang milik pemerintah 

untuk dirusak atau dimusnahkan atau dijual untuk negara. 

Menurut penjelasan Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana barang-barang yang dirampas itu dibedakan atas dua 

macam : 

a. Barang (termasuk pula binatang) yang diperoleh dengan 

kejahatan misalnya uang palsu yang diperoleh dengan 

melakukan kejahatan memalsukan uang, yang didapat 

dengan kejahatan suap dan lain-lain. Barang ini biasa 

disebut corpora delicti, dan senantiasa dapat dirampas asal 

kepunyaan terhukum dan asal dari kejahatan (baik dari 

kejahatan dolus maupun kejahatan culpa). Apabila 



 43 

diperoleh dengan pelanggaran, barang-barang itu hanya 

dapat dirampas dalam hal-hal yang ditentukan. 

b. Barang-barang(termasuk pula binatang) yang dengan 

sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan, misalinya 

sebuah golok atau senjata api yang dipakai dengan 

senagaja untuk melakukan pembunuhan, alat-alat yang 

dipakai untuk menggugurkan kandungan dan sebagainya 

biasanya disebut instrumenta delicti, barang-barang ini 

dapat dirampas pula,akan tetapi harus memenuhi syarat-

syarat bahwa barang itu kepunyaan dan digunakan untuk 

melakukan kejahatan-kejahatan dolus (dengan sengaja). 

Dalam hal kejahatan culpa (tidak dengan sengaja). Dan 

pelanggaran-pelanggaran, maka barang itu hanya dapat 

dirampas, apabila ditentukan dengan khusus.34) 

 

Kant berpendapat bahwa dasar pembenaran dari suatu pidana 

terdapat di dalam apa yang disebut Kategorischen Imperative 

menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu 

merupakan suatu keharusan yang sifatnya mutlak, sehingga 

setiap pengecualian atau setiap pembahasan yang semata-

mata didasarkan pada suatu tujuan itu harus 

dikesampingkan.35) 

 

Berdasarkan teori tersebut, Nampak jelas bahwa pidana 

merupakan suatu tuntutan etika, apabila seseorang yang melakukan 

kejahatan akan dihukum, dan hukuman itu merupakan suatu 

keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika 

dari yang jahat ke yang baik. 

 

2.3. Tindak Pidana 

Pengertian Tindak Pidana, Istilah tindak pidana merupakan 

terjemahan dari strafbaarfeit, di dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan dengan 

yang dimaksud strafbaarfeit itu sendiri. Biasanya tindak 

pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa 

latin yakni kata delictum. Dalam kamus hukum pembatasan 

delik tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan 

 
34)Telingasemut.com, Jenis-Jenis Pidana dan Penjelasannya, Diakses pada tanggal 23 Maret 

2024, dari sumber http://telingasemut.blogspot.com/2016 
35)P.A.F.Lamintang, Op.Cit., hlm.25 
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yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan 

pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).” 

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut 

strafbaarfeit, terdiri atas tiga suku kata, yaitu straf yang 

diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai 

dapat dan boleh, dan feit yang diartikan sebagai tindak, 

peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Pengertian tindak 

pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal 

dengan istilah strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang 

hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan 

pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang 

mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan 

pidana atau tindakan pidana.36) 

 

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum 

pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, 

lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. 

Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk 

tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh 

sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang 

harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan 

dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-

kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga 

Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun 

peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun 

daerah.37) 

 

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan 

dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana 

dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan 

perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan 

dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang 

mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan 

perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan 

pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.38) 

 

Simons menerangkan, bahwa strafbaar feit adalah kelakuan 

(handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan 

hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan 

 
36)Amir Ilyas, Op.Cit., hlm. 20 
37)P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 

1996, hlm.7 
38)Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 

2001,  hlm. 22 
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oleh orang yang mampu bertanggungjawab. 

Van Hamel merumuskan sebagai berikut : strafbaar feit 

adalah kelakuan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan 

dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana 

(strafwaardig) dan dilakukan degan kesalahan. Jika melihat 

pengertian-pengertian ini maka disitu dalam pokoknya ternyata : 

1. Bahwa feit dalam strasbaar feit berarti handeling, kelakuan atau 

tingkah laku; 

2. Bahwa pengertian strafbaar feit dihubungkan dengan kesalahan 

orang yang mengadakan kelakuan tadi. 

Pengertian “perbuatan” dalam perbuatan pidana. Perbuatan 

adalah kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau 

dengan pendek sama dengan kelakuan dan akibat dan bukan 

kelakuan saja.39) 

S.R. Sianturi merumuskan tindak pidana sebagai berikut :  

Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, 

waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) 

dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat 

melawan hukum, serta dengan  kesalahan dilakukan oleh 

seseorang (yang bertanggungjawab).40) 

 

Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah 

delik, dikarenakan alasan sebagai berikut : 

1. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana. 

2. Lebih singkat, efesien, dan netral. Dapat mencakup delik-

delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, 

 
39)Moeljatno, Op.Cit., hlm.59-62 
40)Amir Ilyas, Op. Cit, hlm.25 
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badan, orang mati. 

3. Orang memakai istitah Strafbaarfeit, tindak pidana, dan 

perbuatan pidana juga menggunakan delik. 

4. Luas Pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik 

yang diwujudkan oleh korporasi Orang tidak kenal 

menurut hukum pidana ekonomi Indonesia. 

5. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa 

Pidana’” (bukan peristiwa perbuatan yang dapat dipidana 

melainkan pembuatnya). Jonkers dan Utrecht berpendapat 

rumusan Simons merupakan rumusan yang paling lengkap 

karena meliputi :  

1. Diancam dengan pidana oleh hukum.  

2. Bertentangan dengan hukum.  

3. Dilakukan oleh orang yang bersalah.  

4. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas 

perbuatannya.41) 

 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri, tindak pidana 

dibagi menjadi dua yakni pelanggaran dan kejahatan yang masing-

masing termuat dalam buku III dan Buku II Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada 

kejahatan. 

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah 

penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang 

melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. 

Sedangkan menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana 

adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan 

sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik itu.42) 

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, 

sebagai berikut : 

 
41)Zinal Abidin, Hukum Pidana, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.231 
42)Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 22 
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a) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan 

Pelanggaran yang dimuat dalam Buku Ill. Pembagian tindak 

pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya 

merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke 

II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh 

sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara 

keseluruhan. 

b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana 

formil (formeel Delicten) dan  tindak pidana materil (Materiil 

Delicten). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang 

dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah 

melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana yaitu tentang pencurian. Tindak 

Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat 

yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang 

dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. 

c) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi 

tindak pidana sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak 

sengaja (culpose delicten). Contoh tindak pidana kesengajaan 

(dolus) yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana antara lain sebagai berikut : Pasal 338 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (pembunuhan) yaitu dengan sengaja 
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menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana yang dengan sengaja melukai 

orang lain. Pada delik kelalaian (culpa) orang juga dapat 

dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana yang menyebabkan matinya seseorang, 

contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 

360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

d) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), 

perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan 

untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan 

tubuh orang yang berbuat, misainya Pencurian (Pasal 362 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana) dan Penipuan (Pasal 378 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana). Tindak Pidana pasif 

dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak mumi. Tindak 

pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara 

formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur 

perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam 

Pasal 224, 304 dan 552 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada 

dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan 

secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur 

terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya 

diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut 

meninggal.43) 

 

 
43)Andi Hamzah, Op.Cit., hlm. 25-27 
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Membahas hukum pidana, akan ditemukan beragam tindak 

pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana 

dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu yakni sebagai berikut: 

1. Menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 

dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan 

pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Alasan pembedaan 

antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih 

ringan daripada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman 

pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana 

penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan 

kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. 

2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana 

formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah 

tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga 

memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu 

adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak 

pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan 

timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat 

penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada 

perbuatannya. Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, 

inti larangan adalah menimbulkan akibat dilarang. Oleh karena 

itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang 

dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk 
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selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh 

mana wujud perbuatan dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung 

pada syarat timbuinya akibat larangan tersebut. 

3. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana 

sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpa). 

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam 

rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung 

unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak dengan 

sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya 

mengandung culpa. 

4. Berdasarkan macam-macam  perbuatannya, dapat dibedakan 

antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak 

pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga 

tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana 

yang pebuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah 

perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya 

gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat 

aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik 

dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun 

materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tindak pidana 

aktif. Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana 

pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak 
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pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara 

formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata 

unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara 

itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana 

yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat 

dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau dilakukan 

dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu 

benar-benar timbul. 

5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat 

dibedaan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana 

terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung 

terus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa 

sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu 

seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan aflopende 

delicten. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan 

sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu 

berlangsung lama, yakni Setelah perbuatan dilakukan, tindak 

pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan 

voordurende dellicten. Tindak pidana ini disebut sebagai tindak 

pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang. 

6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana 

umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah 

semua tindak pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang 
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Hukum Pidana sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku 

II bab III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua 

tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana. Dilihat dari sudut subjektif, dapat 

dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang 

dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana propria 

(tindak pidana yang dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas 

tertentu). Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan 

dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang 

bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud 

yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak 

patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang 

berkualitas tertentu saja, misainya pegawai negeri (pada 

kejahatan jabatan) atau nahkoda (pada kejahatan pelayaran), dan 

sebagainya. 

7. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntut, 

maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana 

aduan. Tindak pidana_biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak 

pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap 

perbuatannya, tidak disyaratkan adanya pengaduan diri yang 

berhak, sementara itu tindak pidana aduan adalah tindak pidana 

yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu 

adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, 
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yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau 

keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi 

kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak. 

8. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka 

dapat dibedakan antara tindak pidana yang bentuk pokok, tindak 

pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan. 

Ada berbagai faktor penyebab terjadinya suatu tindak 

kejahatan. Sebagai kenyataannya bahwa manusia dalam pergaulan 

hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma-norma, 

terutama norma hukum. Di dalam pergaulan manusia, 

penyimpangan hukum ini disebut sebagai kejahatan atau 

pelanggaran. Dan kejahatan itu sendiri merupakan masalah sosial 

yang berada di tengah-tengah masyarakat, dimana si pelaku dan 

korbannya adalah anggota masyarakat. 

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan 

terjadinya sebuah kejahatan, pertama adalah faktor yang 

berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya 

bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan 

sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu 

sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan 

(penyakit jiwa). Faktor yang kedua yang berasal atau terdapat 

di luar diri pribadi si pelaku. Maksudnya adalah bahwa yang 

mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan 

itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari 

oleh faktor rumah tangga dan lingkungan.44) 

 

Mengenakan pidana harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. 

Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-

unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana 

apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat- syarat 

 
44)Andi Hamzah, Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 64 
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tindak pidana (strafbaarfeit). Menurut Sudarto, pengertian 

unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian 

unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam 

rumusan undang-undang. Perngertian yang pertama (unsur) 

ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur).45) 

 

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana pada umunya dapat 

dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-

unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-

unsur “subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri 

si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan 

termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung 

di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur 

“obyektif’ itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya 

dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana 

tindakan dari diri si pelaku itu harus dilakukan.46) 

 

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah : 

a. Kesengajaan atau ketidaksengajann (culpa/dolus); 

b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau 

pogging seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP; 

c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang 

terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, 

penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain; 

d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachteraad 

seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan 

menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP); 

e. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat 

di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 Kitab 

 
45)Sudarto, Hukum Pidana 1A-1B, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 

1991, hlm.3 
46)P.A.F. Lamintang, Op.Cit., hlm. 183 
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Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah : 

a. Sifat melanggar hukum; 

b. Kualitas si pelaku; 

c. Kausalitas si pelaku, yakni hubungan antara sesuatu 

tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan 

sebagai akibat. 

Yang menjadi unsur atau elemen perbuatan pidana adalah : 

a. Kelakuan dan akibat (perbuatan). 

b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan. 

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana. 

d. Unsur melawan hukum yang objektif. 

e. Unsur metawan hukum yang subjektif. 

Pembuktian merupakan bagian yang sangat penting dalam 

hukum acara terutama Hukum Acara Pidana. Hal itu disebabkan 

karena pembuktian sangat berkaitan erat dengan benar atau tidak 

perbuatan seorang terdakwa yang disangkakan melakukan tindak 

pidana. Pembuktian dalam hukum acara pidana dianggap sebagai 

proses yang bernilai sejati karena kebenaran yang menjadi 

tujuannya ialah kebenaran materil. Artinya, hakim harus aktif 

dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa sehingga 

peristiwanya harus terbukti. 
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Uraian di atas senada dengan bunyi Pasal 6 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, 

berbunyi: 

Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila 

pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut 

undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang 

dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas 

perbuatan yang didakwakan atas dirinya. 

 

Pembuktian atau membuktikan adalah proses untuk mencari 

kepastian yang dibutuhkan terkait perbuatan seseorang apakah 

telah melakukan tindak pidana, ada alasan pemaaf atau tidak 

melakukan tindak pidana. Terkait persoalan pembuktian untuk hal-

hal yang secara umum diketahui tidak perlu dibuktikan. Hal 

tersebut sesuai dengan Pasal 184 ayat (2) Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana berbunyi: Hal yang secara umum sudah 

diketahui tidak perlu dibuktikan.  

Alat bukti dalam hukum acara pidana diatur dalam Pasal 184 

ayat (1) KUHAP dimana dikenal dengan 5 (lima) buah alat bukti, 

yaitu:  

a. Keterangan saksi,  

b. Keterangan ahli,  

c. Surat,  

d. Petunjuk,  

e. Keterangan terdaakwa 

 

 

2.4. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial 

Istilah Tindak Pidana adalah Perbuatan melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan 



 57 

sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.47) Tindak 

Pidana adalah perilaku (conduct) yang oleh Undang-Undang pidana yang 

berlaku (hukum pidana positif) telah dikriminalisasi dan oleh karena itu 

dapat dijatuhi sanksi pidana bagi pelakunya.48) Tindak Pidana adalah 

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan di mana disertai 

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang 

melanggar larangan tersebut.49) Tindak Pidana adalah sebagai suatu tindakan 

pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) 

dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, 

serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang 

bertanggungjawab).50) Dari jenis tindak pidana dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana terdapat jenis tindak pidana yang hanya dapat 

dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, hal 

ini diatur dalam Bab VII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang 

mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan 

yang hanya dituntut atas pengaduan. Salah satu tindak pidana aduan adalah 

tindak pidana pencemaran nama baik. 

Ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran 

nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus 

dikaji. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan yang hendak 

 
47)Koesparmono Irsan, Hukum Pidana 1, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta, 2005, 

hlm. 113 
48)Sutan Remy Syahdeini, Kejahatan & Tindak Pidana Komputer, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 

2009, hlm. 34 
49)Ismu Gunadi W & Jonaedi Efendi, Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana, PT. Prestasi 

Pustakaraya, Surabaya, 2011, hlm. 42 
50)Amir Ilyas, Op.Cit., hlm. 22  
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dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain 

dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain. Adanya 

hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran nama 

baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertiannya masing-masing. 

Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, di 

mana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota 

masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan 

perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan 

seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang 

kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada 

tempat perbuatan tersebut dilakukan.51) 

Rasa kehormatan ini harus diobjektifkan sedemikian rupa dan harus 

ditinjau dengan suatu perbuatan tertentu, seseorang pada umumnya akan 

merasa tersinggung atau tidak. Dapat dikatakan pula bahwa seorang anak 

yang masih sangat muda belum dapat merasakan tersinggung ini, dan 

bahwa seorang yang sangat gila tidak dapat merasa tersinggung itu. Maka, 

tidak ada tindak pidana penghinaan terhadap kedua jenis orang tadi.52) 

Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang atau 

kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu 

dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, 

sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam 

 
51)Mudzakir, Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik, Jurnal Dictum 

Edisi 3, 2004, hlm. 17 
52)Wiryono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, PT. Refika Aditama, 

Bandung, 2003, hlm. 98 
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suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan 

konteks perbuatannya.53) Pencemaran nama baik dikenal juga istilah 

penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan 

kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu 

merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang 

berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, 

karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama 

baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat 

nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, 

menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup 

dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.54) 

Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai 

menyerang kehormatan atau nama baik (aanranding of geode naam). Salah 

satu bentuk pencemaran nama baik adalah “pencemaran nama baik secara 

tertulis dan dilakukan dengan menuduhkan sesuatu hal”.55) 

Pencemaran nama baik yang oleh undang-undang diberi kualifikasi 

pencemaran atau penistaan (smaad) dan pencemaran tertulis (smaadschrifft) 

dirumuskan selengkapnya di dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana, yakni : 

(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang 

dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal 

itu diketahui umum, diancam karena pencemarandengan pidana penjara 

 
53)Mudzakir, Op.Cit., hlm. 18 
54)Ibid. 
55)Oemar Seno Adji, Perkembangan Delik Pers di Indonesia, Erlangga, Jakarta, 1990, hlm. 36 
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paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 

4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah). 

(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, 

dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena 

pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 

(empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,00 (empat 

ribu lima ratus rupiah). 

(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan 

jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk 

membela diri. 

Pengertian hukum tentang kualifikasi pencemaran dirumuskan pada 

ayat (1), yang sesungguhnya pencemaran lisan (walaupun perkataan lisan 

tidak disebutkan di sana), yang merupakan dari pencemaran dalam ayat (2). 

Pada ayat (2) dirumuskan pengertian tentang pencemaran tertulis. 

Sedangkan pada ayat (3) mencantumkan tentang pengecualian pemidanaan 

pencemaran pada ayat (1) dan pencemaran tertulis pada ayat (2). Ayat (3) 

merupakan dasar hapusnya sifat melawan hukum pencemaran dan dapat 

juga disebut alasan penghapus pidana khusus pada pencemaran dan 

pencemaran tertulis.56) 

 
56)Adami Chazawi, Hukum Pidana Positif Penghinaan, Banyumedia Publishing, Malang, 2013, 

hlm. 80 
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Unsur-unsur pencemaran nama baik pada Pasal 310 Ayat (1) Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana meliputi dua unsur, yakni unsur objektif 

dan unsur subjektif.57) Untuk unsur objektif meliputi: 

a. Perbuatan Menyerang 

Perbuatan menyerang (aanrandem), tidaklah bersifat fisik, karena 

terhadap apa yang diserang (objeknya) bukanlah fisik tetapi 

perasaan mengenai kehormatan dan perasaan dari nama baik 

seseorang. Menurut Wirjono Prodjodikoro, ukurannya berupa 

harga diri.58) Perbuatan menyerang untuk Ayat (1) adalah 

perbuatan berupa perbuatan dengan ucapan. Sesuai dengan caranya 

melakukan perbuatan menyerang, yakni dengan menuduhkan 

sesuatu hal atau perbuatan.59) 

b. Objek : Kehormatan dan Nama Baik 

Objek yang diserang adalah rasa atau perasaan harga diri mengenai 

kehormatan (eer) dan rasa atau perasaan harga diri mengenai nama 

baik (goeden naam) orang. Rasa Harga diri adalah intinya objek 

dari suatu pencemaran nama baik, yang menurut Wirjono 

Prodjodikoro adalah menjadikan ukuran pencemaran nama baik.60) 

Rasa harga diri dalam pencemaran nama baik adalah rasa harga 

diri di bidang kehormatan berbeda dengan harga diri di bidang 

nama baik, meskipun di antara keduanya ada sifat yang sama. 

 
57)Ibid. 
58)Ibid., hlm. 81  
59)Ibid.  
60)Ibid.  
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c. Caranya : Dengan Menuduhkan Perbuatan Tertentu 

Telah diterangkan bahwa perbuatan menyerang ditujukan pada 

rasa harga diri atau martabat (mengenai kehormatan dan nama 

baik) orang, dengan menggunakan kata atau kalimat melalui 

ucapan, caranya dengan menuduhkan suatu perbuatan tertetu 

(telastlegging van een bepaald feit). Jadi yang dituduhkan oleh si 

pelaku haruslah merupakan perbuatan tertentu dan bukan hal lain 

misalnya menyebut seseorang dengan kata-kata yang tidak sopan 

seperti bodoh, malas, gila dan lain sebagainya. Walaupun kata-kata 

tidak sopan seperti itu juga menyinggung perasaan seseorang. 

Disamping perbuatan yang dituduhkan haruslah perbuatan tertentu, 

orang yang dituduh haruslah orang tertentu pula. Tidak boleh pada 

umumnya.61) 

d. Dengan Sengaja 

Kesengajaan (opzettelijk) dalam pencemaran adalah kesengajaan 

dalam arti sempit, yakni kesengajaan sebagai maksud (opzet als 

oogmerk) saja. Oleh sebab itu harus diartikan bahwa si pembuat 

atau pelaku menghendaki untuk melakukan perbuatan menyerang 

kehormatan atau nama baik orang dan pelaku menghendaki 

melakukannya dengan cara menuduhkan suatu perbuatan 

tertentu.62) 

e. Maksud Terang Supaya Diketahui Umum 

 
61)Ibid., hlm. 84 
62)Ibid., hlm. 89 
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Unsur maksud (doel) pada pencemaran ini adalah tujuan yang 

terdekat, jadi harus diberi arti secara sempit. Tujuan yang terdekat 

adalah tujuan yang menurut akal dapat dicapai oleh adanya 

perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu tidak termasuk tujuan 

yang jauh yang pada dasarnya menjadi arah dari motif perbuatan. 

Dapatlah dikatakan bahwa maksud dalam pencemaran satu-

satunya maksud (tujuan terdekat) agar perbuatan yang dituduhkan 

itu diketahui oleh umum. 

Unsur-unsur pencemaran nama baik pada Pasal 310 Ayat (2) KUHP 

antara lain sebagai berikut: 

a. Semua unsur baik objektif maupun subjektif dalam Pasal 310 Ayat (1) 

KUHP 

b. Menuduh Melakukan Perbuatan Dengan Cara Melalui Tulisan Atau 

Gambar 

Tuduhan melakukan perbuatan yang sifatnya mencemarkan juga bisa 

dilakukan melalui tulisan. Karena tulisan adalah wujud nyata dari kata-

kata atau kalimat yang diucapkan. Agak berbeda dengan gambar, karena 

gambar yang dimaksud di sini tidak melukiskan secara nyata tentang 

kata-kata atau kalimat tertentu yang isinya mencemarkan kehormatan 

dan nama baik seseorang. Akan tetapi dalam gambar boleh jadi terdapat 

makna yang sifatnya menghina orang tertentu. Oleh karena di dalam 

gambar terdapat makna tertentu, yang sesungguhnya dapat dilukiskan 

dengan melalui kata, maka gambar di sini dianggap sebagai perluasan 
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arti dalam tulisan. Jadi suatu gambar dapat melukiskan maknanya 

dengan kata-kata atau kalimat.63)  

c. Dengan Cara Disiarkan, Dipertunjukan, Atau Ditempelkan Secara 

Terbuka 

Disiarkan (verspreiden), maksudnya ialah bahwa tulisan atau gambar 

tersebut dibuat dalam jumlah yang cukup banyak, dapat dicetak atau di-

photo copy, yang kemudian disebarkan dengan cara apapun. Misalnya 

diperjualbelikan, dikirim ke berbagai pihak, atau dibagi-bagikan kepada 

siapapun (umum).64) Menyiarkan tidak selalu dilakukan secara langsung 

berhadapan antara si pembuat dan orang-orang (umum) seperti 

membagi-bagikan pamflet dijalan umum. Tetapi juga bisa secara tidak 

langsung. Misalnya mengirimkan majalah-majalah yang terdapat tulisan 

atau isinya menghina seseorang melalui kantor pos kepada langganan 

atau pada agen untuk disampaikan kepada pelanggan atau untuk 

diperjualbelikan.65) Dipertunjukan (ten toon gesteld) adalah 

memperlihatkan tulisan atau gambar yang isinya atau maknanya 

menghina seseorang kepada orang banyak, sehingga orang banyak 

mengetahuinya. Cara menunjukan bisa secara langsung di mana saat 

sedang banyak oang. Tetapi juga bisa secara tidak langsung. Misalnya 

memasang sebuah spanduk yang isinya bersifat menghina dijalan raya, 

yang dilakukan pada tengah malam yang ketika itu tidak ada seorang 

melihatnya. Namun keesokan harinya semua pengguna jalan dapat 

 
63)Ibid., hlm. 92 
64)Ibid. 
65)Ibid. 
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dengan leluasa melihat dan membaca tulisan yang isinya menghina yang 

terdapat dalam spanduk tersebut.66) Sedangkan ditempelkan (aanslaan), 

maksudnya ialah tulisan atau gambar tersebut ditempelkan pada benda 

lain yang sifatnya dapat ditempeli, misalnya papan, dinding gedung, 

pohon dan sebagainya. Perbuatan menempelkan bisa juga dilakukan 

secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung yakni, ketika 

perbuatan menempelkan tulisan atau gambar dilakukan secara langsung 

dihadapan banyak orang. Tetapi juga bisa secara tidak langsung, 

misalnya menempelkan pamflet yang isinya bersifat menghina dipinggir 

jalan raya, yang dilakukan pada tengah malam yang ketika itu tidak ada 

seorangpun melihatnya. Namun keesokan harinya semua pengguna jalan 

dapat dengan leluasa melihat dan membaca tulisan yang isinya menghina 

yang terdapat dalam pamflet tersebut.67) 

Peranan teknologi informasi dan transaksi elektronik di era 

globalisasi telah menempatkan posisi yang sangat strategis karena 

menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu yang 

berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Pengaruh 

globalisasi telah mengubah pola hidup masyarakat dan berkembang 

menjadi tatanan kehidupan baru yang mendorong terjadinya perubahan 

sosial, ekonomi, budaya bahkan penegakan hukum. 

Kejahatan-kejahatan baru juga dapat dikatakan merupakan salah satu 

bentuk kejahatan canggih yang dilakukan dengan teknik-teknik tinggi atau 

 
66)Ibid. 
67)Ibid., hlm. 95 
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intelektual, sehingga sangat sulit dimengerti oleh orang awam yang tidak 

menguasai teknik teknologi informasi dan komunikasi.68) Guna 

menanggulangi kejahatan-kejahatan baru tersebut dibutuhkan aturan-aturan 

hukum yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada 21 

April 2008 mengundangkan Undang-undang tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE). Dalam Undang-

undang tersebut terdapat beberapa pasal pidana yang merupakan ketentuan 

tindak pidana khusus disamping berlakunya Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana (KUHP) sebagai Undang-undang tindak pidana umum.69) 

Salah satu tindak pidana komputer yang diatur oleh Undang-undang 

Informasi dan Transaksi Elektronik adalah tindak pidana pencemaran nama 

baik dengan menggunakan sistem komputer yang diatur dalam Pasal 27 

ayat (3) dan diancam sanksi pidana berdasarkan Pasal 45 ayat (1). 

Rumusan Pasal 27 Ayat (3) yang menentukan bahwa setiap orang 

dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan 

dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau 

dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau 

pencemaran nama baik. 

Rumusan Pasal 45 ayat (1) menentukan bahwa setiap orang yang 

memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), 

ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) 

 
68)Andi Hamzah, Aspek-aspek Pidana Dibidang Komputer, Sinar Grafika, Jakarta, 1987, hlm. 26 
69)Sutan Remy Syahdeini, Op.Cit., hlm. 225 
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tahun dan atau denda paling banyak Rp 1.000,000,000,00 (satu miliar 

rupiah). 

Menggunakan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

untuk menjerat pelaku pencemaran nama baik melalui internet, oleh 

sebagian ahli hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tak dapat 

diterapkan, namun sebagian ahli hukum lain menganggapnya Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana dapat menjangkaunya. Akan tetapi 

Mahkamah Konstitusi (MK) ketika memberikan putusan terhadap 

permohonan judicial review Pasal 27 ayat 3 Undang-undang Nomor 11 

Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam pertimbangan 

hukumnya menyatakan bahwa unsur di muka umum, diketahui umum atau 

disiarkan Pasal 310 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak 

dapat diterapkan dalam dunia maya, sehingga memerlukan unsur ekstensif 

yaitu mendistribusikan dan atau mentransmisikan, dan atau membuat dapat 

diaksesnya informasi elektornik dan/atau dokumen elektronik yang 

memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Mahkamah 

Konstitusi menyatakan bahwa pasal-pasal tertentu dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana tidak cukup memadai untuk menjawab persoalan-

persoalan hukum yang muncul akibat aktivitas dunia maya. 

Merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi di atas, maka dalam hal 

pencemaran nama baik melalui media internet, hukum yang digunakan 

untuk menyelesaikannya adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah 



 68 

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 bukan menggunakan Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

 

2.5. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Penelitian ini tentunya berlandasakan berbagai penelitian terdahulu 

sebagai landasan pijak untuk mengembangkan kajian terhadap penyelesaian 

tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik. 

Kajian penanganan tindak pidana pencemaran nama baik melalui 

media sosial elektronik pertama oleh Junisyah Nasution70) penelitiannya 

berjudul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui 

Media Sosial Facebook (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 

61/Pid.B/2020/PN Mdn). Fokus penelitiannya yaitu bentuk perlindungan 

hukum korban pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook dan 

bagaimana tanggung jawab pidana bagi pelaku pencemaran nama baik 

melalui media sosial Facebook. Kesimpulan dari penelitiannya yaitu a 

bentuk perlindungan hukum korban pencemaran nama baik pasal 27 ayat 3 

Jo Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 Tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik diancam dengan pidana penjara 4 tahun. 

tanggung jawab pidana bagi pelaku pencemaran nama baik media sosial 

Facebook diancam pidana pasal 310 ayat 1 KUHPidana barang siapa yang 

sengaja menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan suatu hal 

 
70)Junisyah Nasution, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media 

Sosial Facebook (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 61/Pid.B/2020/PN Mdn), 

Skripsi, Universitas Medan Area, 2022  
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yang maksudnya terang supaya diketahui umum, diancam karena 

pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. 

Kajian penanganan tindak pidana pencemaran nama baik melalui 

media sosial elektronik kedua oleh Muhammad Zaky71) penelitiannya 

berjudul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama 

Baik Melalui Media Sosial. Fokus penelitiannya yaitu hambatan-hambatan 

Penerapan Pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui Media 

Sosial untuk menentukan pelaku pencemaran nama baik melalui media 

sosial yaitu dari segi penegakan hukum yang bergantung terhadap 

pembuktian pidana sebagai batasan berlakunya norma hukum. Kesimpulan 

dari penelitiannya yaitu masih terdapat beberapa hambatan untuk 

menentukan perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana yang 

diberlakukan terhadap pelaku sebagai tolak ukur dari efektifitas penegakan 

hukum. Kendala pembuktian pelaku tindak pidana pencemaran nama baik 

melalui media sosial dalam hal mendapatkan informasi sebagai faktor-faktor 

penghambat penegakan hukum. 

Kajian penanganan tindak pidana pencemaran nama baik melalui 

media sosial elektronik ketiga oleh Muh. Riza Albani Alfarabi72) 

penelitiannya berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana 

Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Secara Bersama-Sama 

(Medeplager) (Studi Putusan Nomor.1876/Pid.Sus/2020/PN.Mks). Fokus 

 
71)Muhammad Zaky, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik 

Melalui Media Sosial, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2022  
72)Muh. Riza Albani Alfarabi, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik 

Melalui Media Sosial Secara Bersama-Sama (Medeplager) (Studi Putusan 

Nomor.1876/Pid.Sus/2020/PN.Mks), Skripsi, Universitas Hasanuddin Makasar, 2021  
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penelitiannya yaitu kualifikasi tindak pidana pencemaran nama baik, dan 

Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada 

tindak pidana pencemaran nama baik dalam putusan Nomor. 

1876/Pid.Sus/2020/PN.Mks. Kesimpulan dari penelitiannya yaitu penerapan 

hukum pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana dalam putusan 

nomor 1876/Pid.Sus/2020/PN.Mks telah tepat. Jaksa penuntut umum 

menggunakan dakwaan tunggal yakni pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 

2016 Tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan 

transaksi elektronik Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang 

informasi dan transaksi. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 

putusan Nomor 1876/Pid.Sus/2020/PN.Mks yaitu hakim menjatuhkan 

hukuman didasarkan dengan keyakinan dan hati nurani hakim serta fakta 

yang ada dipersidangan, selain itu hakim juga mempertimbangkan hal-hal 

yang memberatkan dan meringankan, sehingga penulis berpendapat dalam 

penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa sudah sesuai dan cukup 

memberikan efek jera bagi pelaku. 

Keaslian penelitian diperlukan sebagai bukti agar tidak adanya 

plagiarisme antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan. 

Penelitian ini tentunya berlandasakan berbagai penelitian terdahulu sebagai 

landasan pijak untuk mengembangkan kajian terhadap penyelesaian 

pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Mendasarkan pada uraian di atas, 

terdapat perbedaan fokus dalam penelitian antara penelitian terdahulu 

dengan penelititan yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Usul penelitian 

ini diharapkan memberikan kebaruan (novelty), dapat digunakan untuk 
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perbaikan, dan melengkapi khazanah ilmu hukum khususnya dalam 

penyelesaian pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. 

 

 

 

 


